BAB IV

DATA DAN ANALISIS

4.0 Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan membandingkan praktek kema Dewan
Pengawas Syariah (DPS) dengan kajian teoritis mengenai keberadaan DPS.
Pembahasan ini dimaksudkan wntuk mempercleh beberapa penjelasan melalui
analisis konsep terhadap pelaksanaan DPS.

Untuk memperoleh pembahasan. bab ini akan dibagi ke dalam tiga bagian.
Bagian pertama membahas peran dan fungsi DPS pada Lembaga Keuangan
Svariah (LKS), mencakup Surat Keputusan Pengangkatan anggota DPS.
Pedoman Kerja DPS, Keanggotaan dan kedudukan, Tugas. Wewenang dan
Tanggung Jawab DPS, Komunikasi DPS, Pendidikan dan Pengalaman anggota
DPS. Bagian kedua efektivitas pelasanaan DPS, bagian terakhir mengungkapakan
berbagai faktor penghambat peran DPS.

4.1 Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan
Svariah
Sebagaimana telah dijefaskan pelaksanaan Kkeberadaan Majelis Ulama
Indonesia (MUI} untuk Lembaga Keuangan Svariah (LKS) di [ndonesia
dinamakan DPS. dewan ini merupakan komponen organisasi LKS vang berfungsi
menjaga praktek-praktek Lembaga Keuangan Svanah (LKS) agar sesnai dengan

syariah Islam.
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Untuk menegaskan keberadaan ini, pemerintah mengelnarkan kebijakan
guna mengarahkan pertumbuban LKS, melalui PP No.72 thn 1992, pasal 5 ayat |
vang menyatakan, ... "bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan
Pengawas Syariah™. Disusul pengesahan UU No.7/1992 jo UU No.10 thn 1998
tentang perbankan oleh DPR. sebagai legitimasi perbankan syariah di Indonesia.

Pada tanggal 12 Mei 1999, Bl mengeluarkan pokok-pokok peraturan Surat
Edaran No.32/2/UPPB yang memuat ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No.32/34/Kep/DIR. tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syanah.
Selain itu, Bi juga menerbitkan SK Direksi Bl No.32/36/KEP/DIR, tentang Bank
Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Dari kedua Surat Keputusan itu,
diantara Pasal-Pasalnya menvatakan, kewaijiban bagi bank syariah untuk
memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). vyang kemudian syarat
keanggotaannya diatur dan ditetapkan oleh DSN.

Sebelum surat keputusan Bank Indonesia tersebut, Dewan Pimpinan MUI
telah mengeluarkan Surat Keputusan No : kep-640/MUI/X/1997 tentang
pembentukan DSN, untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga
kenangan syariah di Indonesia. Di dalam lampirannya. memperjelaskan struktur
dan mekanisme kerja leinbaga antara DSN, badan pelaksanaan Harian/BPH DSN
dan DPS sebagai badan yang ada di internal lembaga keuangan syariah, yang
bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di setiap [embaga keuangan
syanah.

Bersamaan di tahun 1997, Organisasi Akuntansi dan Pemeriksaan Lembaga

Kevangan Syariah, AAOIFI menerbitkan standar pemeriksaan khusus LKS.
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ASIF! termasuk struktur perbankan yang didalamnya memuat keberadaan DPS
dalam standar No.4 tentang Shart'a Supervisory Board dan No.5 tentang Shan'a
Review,

Demikian Penulis akan menjelaskan bagaimana berbagar ketentuan
pembentukan DPS pada lembaga keuangan syanah di [Indonesia itu, terhadap
pelaksanaan DPS di Bank Syarigh Mandiri (BSM), BNI Syariah. BPRS Banguit
Drajat Warga, BPRS MargiRizki Bahagta, BM'T Beringharjo dan BMT Al-lkhlas
vang menjadi objek peneliti skripst iny,

4.1.1 Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Sesuai PP No.72 thn [992, pasal 5 ayat | vang menyatakan,...  bank
berdasarkan prinsip bags hastl wajib memiliki Dewan Pengawas Syanah™.
Kemudian dikeluarkan Surat Fdaran Bank Indonesia NO.32/12/UPPB, memuat
SK DIR BI NO.3234/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum
berdasarkan prinsip syariah. Pada Bab V pasal 19 yang menyatakan...."(2) Bank
wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah vang berkedudukan di kantor pusat
bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, maka setiap lembaga
keuangan syariah  wajtb  memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan
mengeluarkan surat pengangkatan anggota DPS yang berkedudukan di kantor
pusat Lembaga Keuangan Syariah,

Berdasarkan hasil penelittan yang mengeluarkan surat pengangkatan
anggota DPS di Bank Syariah Mandin dan BNI Svariah adalah DSN. Yang

membedakan kedua LKS ini adalal pada prosedur pengangkatan anggota DPS.
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Yang mengajukan nama-nama caion anggota DPS pada Bank Syariah
Mandin berasal dari pihak manajemen BSM. BSM mengajukan nama-nama
calon anggota DPS kepada DSN. DSN akan membahasnya dalam rapat BPH-
DSN. Apabila DSN menvetujui usulan tersebut. maka pimpinan DSN
menetapkan nama-nama yang diusulkan BSM sebagai anggota DPS di BSM
(lihat lampiran ).

Pada BNI Syariah, yang mengeluarkan surat pengangkatan anggota DPS
adalah DSN. Perbedaannya adalah vang merckomendasikan nama-nama caion
anggota DPS pada BNI syariah adalah fangsung dari pihak DSN. Kemudian
pthak manajemen BNI Syariah menerima surat rekomendasi nama-nama calon
anggota DPS vang akan menjabat sebagai anggota DPS di BNI Syariah.

Untuk pengangkatan anggota DPS BPRS BDW berdasarkan hasil rapat
RUPS. Kemudian diajukan kepada DSN dan DSN membenkan surat
rekomendasi pengangkatan nama-nama anggota DPS yang diajukan pihak BPRS
8DW,

Berbeda halnya vang terjadi pada BPRS MargiRizki, BMT Al-lIkhlas,
BMT Beringharjo. surat pengangkatan anggota DPS secara tertuhis tidak ada.
Baik dari DSN sendiri maupun dari pihak manajemen. DPS diangkat berdasarkan

kesepakatan bersama antara calon anggota DPS dengan Direkst.
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Nama-Nama Anggota Dewan Pengawas Syanah Pada Lembaga Keuangan

Dan Jabatan

No | [embapa Keuangan Syariah Nama Jabatan
I Bank Syariah Mandin 1.Prof K. H.Ali Yafie Ketsa
, 2.Prof Dr.H.Said Agil Husm | Anggota
| Al Munawir, MA IF
! 3.Drs.H.Mob.Hidayat, MBA | Anggota
! 4.H.M. Syafii Antonio. MEc
| e Anggora__|
2 BNI Syariah L.K.H. Ma’aruf Amin ! Ketua
b 2.Drs.Hasanudin, MAg Anggota
3 BPRS Bangun Drajat Warga | 1.Prof.Drs.H Asmun: Ketua
; | Abdurrahman
! | 2. Dr.Syamsul Anwar Anggota
4 | BPRS MargiRizki Bahagia 1.Prof Drs.H.asmuni Tidak ada
' Abdurrahman
L 2 ProfDr.Dochak  Abdul | Tidakada |
'. Latief .
5 [ BMT Al-Ikhlas I.Drs. Muhammad MAg Tidak ada
| 2.Drs.Ghozali Mukri Tidak ada |
o i - | 3.Dr.Yunahar llyas. Lc MA  ; Tidak ada
6 | BMT Beringharjo 1. Taufiqurrahman, Lc | Tidak ada_ |

4.1.2 Pedoman Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dalam keputusan Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-

640/MUIYX/197 ...badan vang ada dalam lembaga keuangan syvariah dan

bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga

Keuangan Syariah. Disamping itu Surat Keputusan Direksi Bank [ndonesia

No0.32/34/KEP/DIR, bab I (ketentuan umum) pasal 1 hurufj, menyebutkan:

“Dewan Pengawas Svariah adalah dewan yang bersifat independen vang
dibentuk oleh Dewan Pengawas Nasional dan ditempatkan pada bank
vang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tugas
vang diatur oleh Dewan Syariah Nasional™.
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Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas di lembaga Keuangan
syariah berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan oleh DSN yang bersifat
independen pada lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, vang digunakan sebagai pedoman kerja DPS
di setiap lembaga keuangan syariah baik di BSM, BNI Syariah, BPRS BDW,
BPRS MargiRizki Bahagia. BMT Al-Ikhlas, BMT Beringharjo sesuai dengan
Surat keputusan menurut SK Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR, Bab V
pasal 20, dan SK DIR BI No.32/36/KEP/DIR aturan no.8 huruf b, menyatakan :

a. Dewan Pengawas Syariah mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan
prinsip syariah.

b. Dalam melaksanakan fungsinya. Dewan Pengawas Syariah wajib
mengikuti fatwa Dewan Pengawas Nasional.

Secara umum DPS tidak membuat pedoman kerja dan program kerja
selama satu periode kedepan. karena DPS berfungsi sebagai pengawas maka DPS
bekerja mengawasi kegiatan operasional. perkembangan produk dan jasa di
masing-masing lembaga keuangan syanah dan bekerja berdasarkan fatwa DSN.
4.1.3 Keanggotaan dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Setiap Lembaga Keuangan lslam harus memiliki DPS yang dipilih dan
ditunjuk oleh pemegang saham dalam RUPS setelah diusulkan dewan direksi
dengan memperhatikan peraturan dan UU lokal yang berlaku.

Menurut ASIF[ No.4 paragraf 7 bahwa :

. consudtanty the S5 shall consist of at least three members, ..may seek

the service of who have expertise in husinees, economics, law, aeconnting
and others.
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DPS terdini setidaknya liga anggota dan dapat dibantu oleh konsultan yang
mempunyai  keahlian tertentu, Untuk menjaga independensi bahwa dalam
keanggotaan DPS tidak diperboichkan direksi atau pemegang saham mayoritas
menjadi anggota dewan pengawas tesebut.

Dan penelitian yang ditakukan anggota DPS terdiri dan anggota-anggota
MUI atau berasal dari pihak ekstern, tidak inempunyai keterkaitan dengan pihak
manajemen LKS yang dinilai independen. Dalam menjalankan tugasnya, DPS
tidak dibantu oleh tenaga ahli atau konsultan.

Pada Bank Syariah Mandin angeota DPS bepumiah 4 orang. Setiap
permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota DPS. maka akan
didiskusikan kepada DSN.

Anggota DPS BNI Syariah berjumlah dua orang. Apabila anggota DPS
menemukan kendala yang tidak dapat diselesaikan. maka akan didiskusikan
dengan pihak manajemen bank dan DSN.

Untuk BPRS BDW dan BPRS MargiRizki, anggota DPS berjumlah dua.
Apabila menemukan permasalahan secara teknis, anggota DPS dibantu oleh
pibak manajemen bank.

Anggota DPS BMT Al-lkhlas berjumlah tiga orang dan jumlah Anggota
DPS di BMT Beringharjo berjumiah satu orang.

Kedudukan DPS dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah
memegang peranan penting. Dewan ini menentukan tingkat kepatuhan

manajemen tethadap prinsip syariah lslam. Untuk itu, anggota DPS perlu




o0

memiliki independensi didukung objektivitas anggota dan dewan dalam
pengambilan keputusan organisasi perusahaan.

Dalamn pelaksanaannya, kedudukan DPS pada struktur organisasi perbankan
syariah [ndonesia, berada diantara para dewan komisaris dan diatas dewan
direksi, bersifat independen dan terpisah dan kepengurusan bank, hal ini sesual
dengan PP No.72 thn 1992 pada penjelasan pasai 5 ayat 1 bahwa :

... "kedudukan DPS dalam orgamisasi bank berdasarkan prinsip bagi hasil

bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank, sehingga tidak

mempunyai akses terhadap operasional bank™.

Dalam struktur organisasi Bank Syariah Mandiri (lihat lampiran 2),
kedudukan DPS Sejajar dengan dewan Komisaris, presiden direktur dan dibawah
RUPS. Tanggung jawab yang membedakan kedudukan DPS, vaitu DPS terhadap
Presiden Direktur adalah mempunyai hubungan koordinasi sedangkan dengan
manajemen Bank bersifat indepeden dan mempunyail akses terhadap operasional
bank yang sebatas memberikan opini dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tatwa. DPS sendiri berfungsi memberikan nasehat syariah kepada direksi dan
mengawasi kegiatan usaha Bank Syariah Mandiri agar sesuai dengan ketentuan
dan prinsip syariah dan fatwa DS\,

Kedudukan DPS di BNI Syariah (lthat fampiran 3} dan BPRS Margt Rizki
(lihat lampiran 5). Kedudukan DPS sejajar dewan komisaris dan diatas RUPS.
Kedudukan DPS terpisah dar kepengurusan bank. Fungsinya mengawasi
kegiatan usaha BNI Syariah agar sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan
fatwa DSN. DPS mempunyai akses langsung terhadap operasioanal bank yang

sebatas memberikan opint dan iengawasi pelaksanaan fatwa.
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Kedudukan DPS BPRS BDW (lihat lampiran 4). Kedudukan DPS
dibawah RUPS dan dewan komisaris, sejajar dengan mternal auditor dan diatas
direkst. DPS dan intemal auditor mempunyai hubungan koordinasi untuk
mengawasi kegiatan operasioanal bank. DPS sendiri berfungsi untuk mengawasi
kegratan operasional bank dari sisi syariah. Kedudukan DPS juga terpisah dari
kepengurusan bank.

Kedudukan DPS BMT Al-lkhlas (iihat lampiran 6} Kedudukan DPS
tidak terdapat di dalam struktur organisasi perusahaan. Keberadaan DPS hanva
dijadikan formalitas sebagai salah satu prasyarat terbentuknya perusahaan vang
berprinsip syariah.

Kedudukan DPS BMT Beringharjo (Ithat lampiran 7). Kedudukan DPS
dibawah Direktur dan di atas Manajer area. Kedudukan DPS tidak terpisah dari
kepengurusan perusahaan. Fungsinya mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai
dengan ketentuan prinsip syariah dan fatwa DSN. DPS mempunyai akses
langsuny terhadap operasional bank sebatas memberikan opini dan mengawasi
kegiatan operasional perusahaan,

4.1.4 Komunikasi Dewan Pengawas Svariah

DPS melakukan komunikasi baik di lingkungan intem dan ektern lembaga
keuangan syanah. Di hingkungan Intern sendiri komunikasi yvang dilakukan
kepada RUPS. dewan komisaris, dewan diveksi atau divisi/unit usaha syariah
sebatas untuk menyampaikan berbagai informasi tentang kesesuaian antara

kegiatan yang dilaksanakan LKS dengan prinsip syariah.
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Di lingkungan ekstern. komunikasi dilakukan antara DPS dan DSN.
sebagai wujud penilaian terhadap pelaksanaan keputusan DSN pada Lembaga
keuangan Syariah dan tugas yang diberikan DSN kepada DPS. Komunikasi vang
batk antara DPS dengan pihak intern dan ekstern akan mempermudah DPS
menjalankan tugasnya sebagai pengawas.

Pertcmuan rutin antara anggota DPS  Bank Syariali Mandiri dan pihak
manajemen atau direksi diadakan minimal satu bulan sekali atau ketika pihak
bank memerlukan pemnbahasan yang lebih jelas dari DPS. Seminggu dua kali
anggota DPS datang ke kantor BSM untuk melihat secara langsung kegiatan
operasional bank dan mehhat apakah pihak bank membutuhkan bantuan yang
berhubungan dengan syanah dan fatwa DSN.

Selama ini sudah terjalin dengan baik koordinasi dan pertemuan rutin vang
ditaksanakan antara anggota DPS BSM dan DSN. Biasanya diadakan enam bulan
sekali untuk melaporkan perkembangan produk, jasa dan kegiatan operasional
dan memberikan informasi tentang kesesuaian antara kegiatan vang dilaksanakan
BSN dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.

Untuk BNI syariah pertemuan rutin antara DPS dan pihak manajemen
dalam hal ini divisi syartah minimal satu bulan sekali atau dua minggu sekali
untuk melakukan pengawasan dan bersifat fleksibel apabila pihak bank
memerlukan pembahasan yang lebil dan DPS.

Anggota DPS BNI Syariah dan DSN sering mengadakan pertemuan dan
diskus1 untuk membahas perkembangan produk, jasa serta kegiatan operasional

bank pada satu periode terakhir tentang kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan
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dengan prinsip syariah. Pertemuan ini biasanya dilaksanakan minimal enan
bulan sekali.

Di BPRS BDW pertemuan antara anggota DPS dan pihak bank minimal
satu bulan sekali, bahkan satu minggu sekah untuk mengawasi kegiatan
operasional bank. Untuk pertemuan khusus dilakukan untuk membahas produk-
produk tertentu yang memerlukan pembahasaan dari sisi syariah.

[Untuk BPRS MargiRizki dan BMT Al-lkhlas tidak pemmah mengadakan
pertemuan rutin antara DPS dan manajemen, Komunikasi terjafin ketika
perusahaan menghadapi permasalahan dari sisi syariah saja. Biasanya pihak
manajemen menghubungi  salah satu anggota DPS untuk mendiskusikan
permasalahan yvang sedang terjadi. Koordinasi antara DPS dan pthak manajemen
kurang tepjalin dengan baik. terutama dalam pengembangan produk.

Pertemuan rutin antara DPS di BMT Benngharjo dengan pihak direksi dan
manajemen minimal satu bulan sekali atau ketika pihak bank memerlukan
pembahasan yang lebih jelas dari DPS. Seminggu dua kali anggota DPS datang
ke kantor BMT Beringharjo untuk melihat secara langsung kegiatan operasional
bank dan melihat apakah pihak bank membutuhkan bantuan yang berhubungan
dengan prinsip svariah. Dan ketika perusahan mengadakan rapat pembahas
pembiayaan yang diajukan nasabah maka DPS dihadirkan untuk mengetahui
apakah akad pembiayan tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk di daerah khususnya LKS sepertt BPRS BDW, MargiRizki, BMT

Al-lkhlas dan Beringharjo belum ada koordinasi antara DPS dan DSN.,
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4.1.5 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS merupakan perwakilan DSN yang bertugas untuk mengawast kegiatan
usaha LKS dan ketentuan vang telah ditetapkan oleh DSN. Tugas DPS juga
diatur didalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No.Kep-98/MUI1/2001
tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakt thn 2000-2005,

Berdasarkan penelitian, DPS di setiap LKS mempunyai tugas sesuai dengart
yang telah ditetapakan oleh DSN. Keputusan Dewan Syariah nasional No.G3
Tabun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas
Syariah pada Lembaga keuangan Syariah vang keempat. vaitu :

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan
svariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah vang telah difatwakan
olelr DSN.

Di Bank Syanah Mandiri, untuk menilai suwatu transakst, perjanjian atau
kontrak kerja dan operasicanal bank DPS memnta laporan darn pihak
manajemen. kemudian menilainya apakah tidak bertentangan dengan pringip
syartah dan fatwa DSN. Jika di dalam penilatan tersebut ditemukan
ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dan fatwa DSN, maka sikap vang akan
diambil DPS sebagai berikut

a. DPS akan menghentikan sementara transaksi tersebut untuk mengadakan

perbaikan, jika permasalahan tersebut masih bisa diperbaiki sesuai dengan
prinsip syariah dan fatwa DSN.

b. DPS akan mcnghentikannya, jika transaksi tersebut tidak dapat diperbaiki

lagi sesuat dengan prinsip svariah dan fatwa DSN.
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Pada umumnya ide awal mengembangan sebuah produk dan jasa Bank
Syariah Mandirt berasal dart pihak manajemen BSM. Untuk mentlai apakah
produk dan jasa tersebut sesuai dengan prinsip syanah dan fatwa DSN, maka
pihak BSM beserta anggota DPS akan membahas dan mendiskusikannya. Dan
DPS akan mengeluarkan opininya terhadap produk dan jasa tersebut,

Pada BN1 Syariah, DPS membuat Buku Panduan Syariah (BPP) vany draf
kontrak {panduan dana dan biaya), produk bank syariah khususnya peminiayaan
vang tclah “berketetapan™ di BNI syariah. Hal ini untuk mempermudah pihak
bank bekerja, terutama di cabang sehingga diharapkan tdak ada lagi
permasalahan yang sama akan muncul.

Untuk menilai sebuah transaksi. perjangian, kontrak dan operasional bank,
biasanva DPS akan memeriksa secara langsung. Di cabang DPS juga akan
memeriksa secara fangsung apakah telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa
DSN. Biasanya DPS memeriksa langsung ke cabang mintmal satu tahun sekahi.
Apabiia ada indikasi penyimpangan dengan ketentnan syariah dan fatwa DSN.
DPS akan melakukan beberapa tindakan, sebagai benikut

a. Memberi tahu kepada pihak manajemen bank, bahwa ada transaksi,
kontrak dan operastonal bank yang tidak sesuai dengan syariah dan
fatwa DSN.

b. Dibuat catatan adanya ketidaksesuaian tersebut.

¢. Dan di forum pertemuan akan dibahas, apabila dapat diperbaiki
akan diperbaiki dan dihentikan apabila tidak dapat diperbaiki lagi

sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.
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Pengembangan produk dan jasa BNI Svariah hanva sebagai variasi dari
sebuah produk. Dalam pengembangan produk bank, pihak manajemen
perusahaan biasanya lebih mempertimbangkan dari segi bisnis kemudian dan sisi
syariahnya.

Pada BPRS BDW untuk menilai transaksi, kontrak, perjanjian dan kegiatan
operasional bank, anggota DPS datang langsung ke bank menilai apakah telah
sesuai dengan prinsip syarizh dan fatwa DSN. Langkah yang diambil anggota
DPS apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dan fatwa DSN,
sebagai berikut ;

a. Menanyakan penyebab terjadinya penyimpangan tersebut.
b. Menyarankan adanya perbakan, jika masih dapat diperbaiki sesuai
dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.

Kontribusi pengembangan produk dan jasa vang diberikan anggota DPS
selama ini sebatas opini apakah telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa
DSN. Ide awal pengembangan produk biasanya datang dan pihak bank.
Pengawasan yang selama ini dilakukan lebih ditekankan pada syariahnya, disisi
ekonominya masih kurang khususnya aspek akuntans.

Pengawasan vang selama ini dilaksanakan oleh anggota DPS di BPRS
MargiRizki dan BMT Al-Ikhlas, terbatas pada kegiatan pembiayaan saja dan
ketika ada permasalahan dari sisi syariah yang tidak dapat diselesaikan pthak
perusahaan sendiri. Bukan mengawasi secara detail kesesuaian seluruhan
kegiatan operasional, produk dan jasa perusahaan dengan prinsip svariah dan

fatwa DSIN.
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Pada BMT Beringharjo untuk menilai transaksi, kontrak. perjanjian dan
kegiatan operasional bank, anggota DPS datang langsung ke perusahaan menilai
secara langsung apakah telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.
Langkah yang diambil anggota DPS apabila ditemukan ketidak sesuaian dengan
prinsip syanah dan fatwa DSN| sebagai berikut :

a. Memberikan penjelasan kepada pihak manajemen bahwa transaksi
tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

b. Menyarankan adanya perbaikan, bila masibh dapat diperbaikt sesuat
dengan prmsip syariah.

Kontribusi pengembangan produk dan jasa vang diberikan anggota DPS
selama ini sebatas opini apakah telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa
DSN. Ide awal pengembangan produk biasanya datang dan pihak bank.
Pengawasan vang selama ini dilakukan lebih ditekankan pada syariahnya saja.
4.1.6 Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah

Fungsi pengawasan DPS seharusnya tidak cukup jika sekadar pengamatan
semata. Standar ASIFI telah menurunkan fungsi pengawasan menjadt bentuk
kegiatan pengarahan tersendiri. Untuk mempertanggungjawabkannya, DPS perlu
membuat laporan guna menyakinkan publik dan pihak manajemen I.KS bahwa
operasional usaha yang dijalankan perusahaan sesuai dengan kaidah syarah
Istam. DPS juga periu membuat laporan yang ditujukan kepada DSN, agar DSN
mengetahui kegiatan operasional dan perkembangan di LKS sendin.

Anggota DPS pada Bank Svariah Mandiri memberikan laporan secara

periodik {enam bulan dan satu tahun sekali) kepada DSN tentang perkembangan
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produk, jasa dan operasional serta permasalahan-permasalahan yang perlu
pembahasan dengan DSN.

Laporan pertanggungsawaban DPS kepada pihak manajemnen. nasabah dan
masyarakat secara keseluruhan satu kali dalam setahun pada saat BSM
mengeluarkan laporan kevangan tahunan {hihat lampiran 8). Dan laporan terhadap
pembahasan sebuah produk dan jasa berupa opini yang kemudian akan
dilaporkan opini apa saja yang tclah dikeluarkan oleh DPS selama satu tahun
terakhir (lihat lampiran 9),

Laporan pertanggungjawaban DPS BNI Syariah kepada DSN hanya secara
[tsan saja. bahwa kegiatan operasional BNI Syariah telah sesuai dengan prinsip
syartah dan fatwa DSN,

Laporan pertanggungiawaban DPS BNI Syariah kepada pihak bank dan
nasabah, secara resmi tidak ada, hanva sebatas laporan pertengah tahuan bersama
datam laporan keuangan yang dibubuhi tanda tangan DPS (lihat lampiran 10),

Untuk Tlaporan peranggungjawaban DPS BPRS BDW dan BMT
Beringharjo kepada DSN tidak ada. Laporan pertanggungjawaban anggota DPS
disampaikan secara lisan dalam rapat RUPS dan kadang-kadang memberikan
laporan secara tertulis berupa opini vang telah dikeluarkan selama | periode
terakhir. Kepada nasabah melalui forum pengajian nasabah yang merupakan
forum komunikasi sekaligus sosialisasi kepada nasabah dan manajemen bank.
Forum int juga berfungsi untuk mempublikastkan produk-produk bank kepada

masyarakat.
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Berbeda halnya yang terjadi di BPRS MargiRizki dan BMT Al-Ikhlas. DPS
tidak pernah membuat Japoran pertanggungjawaban baik kepada DSN. direksi
perusahaan maupun nasabah tentang kesesuaian kegiatan operasional, produk,
jasa perusahaan dengan prinsip syariah dan fatwa DSN. Dan nasabah sendiri juga
kurang mengetahui tentang prinsip syariah yang diterapkan di perusahaan.

4.1.7 Pendidikan dan Pengalaman Dewan Pengawas Syariah

DPS adalah perwakilan DSN, yang merupakan pakar syariah muamalah dan
memahami LKS. Kualitas anggota DPS dapat menentukan berfungsi tidaknya
badan pengawas DPS. Tidak semua orang yang bisa duduk di DPS. Sebab setiap
anggota dituntut memiliki disiplin ilmu syariah Islam dan sekaligus memahami
transaksi bisms perbankan.

Tugas badan pengawas DPS adalah mengawasi jalannya roda perusahaan
dengan sudut pengamatan syariah Islam. ‘Tugas DPS dalam mengawasi
perusahaan berbeda dari pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris. DPS
dengan kemampuan yang dimiliki dan dipersyaratkan dapat melakukan pekerjaan
“pemeriksaan” dalam kerangka pemikiran prnsip-prinsip syariah [slam.

Agar kinerja DPS lebih baik. ada keinginan dari berbagai pihak. seperti
yang dijelaskan oleh mustim (2003). dewan pengawas ekonomi perbankan
syariah yang ada pada saat ini seharusnya tidak hanya terdiri atas ahli-ahii
ekonomi Islam saja.

Dari hasil penelitian pendidikan dan pengalaman anggota DPS Bank

Syariah Mandiri, sebagai berikut :
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Pada BNI Syariah pendidikan dan pengalaman anggota DPS. sebagal

berikut:
Tabel 4.3
Pendidikan dan Pengalaman Anggota Dewan Pengawas Syariah
[No | Nama dan i B ‘ Pendidikan | Pengalaman l
Jabatan Figqih | Exonomi | Hukum | dan ' |
Muammalah 1 Pelatihan | "
! ? Lainnya | |
t K. H. Pesantren Tidak Tidak | - Lokakarva | - Anggota
FMATARUF | Tebu Ireng Ada ada tentang | DPR. Pusat
AMIN Bunga | di bidang
Tahun 1992 { Ekonomi,
{(KETUA) i Hukum,
| - MUL NU
L Wakil
l Svuriah
| (ROISNU)
: - Ketua BPI1-
L i DSN
7 Drs Pesantren | lidak Tidak |- ATSE - TIM
i Hasanudin, | Kakungu, Ada Ada 7 Saudidi Perancang
I | MAg Lirboyo. | Bogor Fatwa DSN
! - Fak. - Fak. No I-11
| Syariah TAIN Syariah - Wakil |
Sahid | UIN Jkt Ketua BPH- |
. i i e [ DSN :

Nama-nama anggota DPS Bank Syariah Mandiri (tabel 4.2) dan BN}

Svariah (tabel 4.3) merupakan pubiic figure, yang memiliki kuahtas vang

memadai untuk menjadi anggota DPS. Mereka adalah para alim ulama dan

cendikiawan dengan kapasitas dan pengalaman vang dimiliki dar berbagai

institusi Islam, ekonomi, hukum. Hal ini tentu akan mampu memfungsikan din

sebagai pelaku pengawas syariah. Selain pejabat struktural DSN. mercka

berpengaruh di lingkungan ormas I[slam bahkan pengamat politik.
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Pendidikan dan pengalaman anggota DPS pada BPRS Bangun Drajal
Warpa, adalah sebagai berikut:
Tabel 4.4

Pendidikan dan Pengalaman DPS BPRS Bangun Drajal Warga

['No | Nama dan Jabatan | Fiqih Ekonomi | Hukum | Pendidikan Pengalamanﬂj
! | Muammalal | dan
! ’ Pelatthan
_____ ! : ! Lainnya |
|1 Prof. Drs. H. [Fak Syariah | Tidak  Tidak Ketua DPS
I ASMUN! - 1AIN Sunan | ada Ada BRI Syanah. |
 ABDURRAHMAN : Kalijaga | !, Anggota DPS |
; | Yogyakarta j ; BPRS BDW
| (KETUA) | |
2 Dr. SYAMSUL - Figih Tidak ' Tidak | - Perbankan | - Anggota
ANWAR l Hukum Ada Ada yang DPS BPRS
. Perdata 1slam diadakan BDW (1999-
(ANGGOTA) 1AIN Sunan SBI Syariah | skrg)
!, Kalijaga | Banking
i i ! Institut

Pendidikan dan pengalaman anggota DPS pada BPRS MargiRtzki, adalah

sebagai berikut:



[No [

Naimaa

Prof, Dr. Asmuni

Abdurralman
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Tabel 4.5
Pendidikan dan Pengalaman Anggota DPS BPRS MargiRizki
Figih [ Ckonomi | Hukum | Pendidikan | Pengalaman |
Muammalah dan
Petatihan
i Lainnya
Fak. Syanah | Tidak | Tidak | —-emmeeen- - Angpota
TAIN Sunan | ada ada - DPS BPRS
Kalijaga P MargtRizki
Yogyakart Bahagia.

Abdul Lanef

:
J
!

2 | Prof.Dr Dochak |-

- ketua DPS

BPRS BDW.

- Ketua BPR
BRI Syariah
-Dosen

Fak Svariah
TAIN
Yogyakara.

-Anggota
DPS BPRS
MargiRizki
Bahagia.

Pada BMT Al-lkhlas, pendidikan dan pengalaman anggota DPS. adalah

schagar benkut



Tabel 4.6

Pendidikan dan Pengalaman Anggota DPS BMT Al-lkhlas
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No | Namadan : Figih Ekonomi | Hukum Pendidikan | Pengalaman |
Jabatan Muanunalah dan
i : Pelatihan
i - Lamnya
I Drs. - Master Study ' - Program Tidak - Nhort - Anggota
MUITAMMAD. | Islam Ul ' Magister ada (‘ourse | DPS BMT
M. Ag ' Yogyakarta | Studi Islam Perbankan AL-Ikhtas
' LU i svartah di | - Anggola
| ' " yogyakarta Syariah DPS BMT
! " - Program Banking Muammalat
| ' Strata Tiga Institutc Center
I (lmu Yogyakarta | Indonesia.
’ . Ekonomi)
] Pun
| Yogyakarta E
2 | Drs.Ghozali Fak. Lo - - -Anggota li
i Mukri Tarbiyah DPS BMT |
i Sunan Al-Tkhlas !
Kalijaga ]
| Y ogyakarta. | 5
| |
i 3 Dr. Yunahar Fak. Syariah | - - - -Anggota \
Nlyas, Le. MA 1 Universitas 1 DPS BMT '
; [slam ; Al-Tkhlas !
i Madinah ] i

Pada BMT Beringharjo, pendidikan dan pengalaman angpota DPS, adalah

sebagai berikut;
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Tabel 4.7

Pendidikan dan Pengalaman Anggota DPS BMT Beringharjo

[Nol Namadan |  Figih | Ekonomi  Hukum | Pendidikandan |  Pengalaman
‘ Jabatan | Muammalah ] | Pelatihan Laiopya | |
t | Taufikqurrah | - Fak. Tidak ada  Tidak -Training Syariah | -DPS
man, L.C Syarnah ada dalam masalah . Beringharjo.
Universttas perbankan syariah | - Dosen FAI
’ Islam ]| Agustus 2004, | universitas
i Madinal. . Bogor ' Muhammadiyah
L L | e | Yogyakarta.

Nama-nama anggota DPS BPRS BDW (tabel 4.4}, BPRS MargiRizki (table
4 5). BMT Al-Ikhlas (tabel 4.6), BMT Beringharjo (tabel 4 7) merupakan pubfic
figure. Terdiri dari para alim wlama dan pendidikan di bidang figh muammalah.
Pengalaman vang dimiliki dari berbagai institusi [slam.

Integritas vang dimiliki oleh anggota DPS seharusnya tidak cukup dilihat
dari kemampuan ilmu syarah muammalah semata. Settdaknya mereka harus
memiliki kemampuan yang benar-benar dibutuhkan bagi seorang pelaku
pengawasan, disini jelas yang berhubungan aktivitas LKS.

4.2 Efektivitas Pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah
Pada bab sebelwmnya. penulis telalt menguraikan teon dan konsep badan
pengawas. vaitu Dewan Pengawas Syarah {DPS) pada Lembaga kenangan
Syariah (LKS). Dari sint dapat ditarik garis tcbal, bahwasanya DPS memegang
peran penting dan strategis dalam kerangka kerja pertanggungjawaban LKS.
khususnya bagi kemaslahatan umat terhadap pemahaman konsep syariah di LKS.
Berdasarkan ASIFI dan peraturan perundang-undangan yvang ada di

Indonesia. DPS diberi tugas dan kewenangan untuk mengarahkan. mengkaji

.
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ulang dan melakukan pengawasan melafui aturan dan faiwa DSN sebagai
landasan bertransaksi dalam kegiatan usaha dan operasional LKS agar sesuai
dengan syartah Islam.

Secara umum yang dimaksudkan pengawasan nerupakan seluruh
kegiatan yang dirancang oleh manajemen ditingkat lini dan dilaksanakan
terhadap bawahan. Twuannya mengurangi  kerawanan  atau  menekan
penyimpangan sampai ketingkat resiko usaha yang wajar.

Pelaksanaan peran dan fungsi di Bank Syariah Mandiri. BNI[ Syariah,
BPRS BDW, BPRS MargiRizki Bahagia, BMT Beringharjo, BMT Al-ikhlas.
dibandingkan dart standar ASIFI No4 temang Shari'a Supervisory Board dan
No.5 tentang Shari o Review, sebagai standar pekerjaan secara kualitatif hasilnya
adalah quasi etfective scolah-olah berhasil guna,

DPS di keenam [ KS tersebut hanya mengemban peran dan fungsi hanya
sekadar pengawasi tanpa melakukan tindakan derivasi fungsi pengawasan sesuai
dengan standar. DPS tdak berhak membuat kebijakan di (LKS. walaupun
kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN yang
berhak untuk memutuskannya adalah pihak LKS.

Dar1 Penilaian peran dan fungst DPS di setiap LKS di dalam penelitian int
imengandunyg kelemahan dan kekuatan, yang dapat di lihat dari pelaksanaannya,
sebagai berikut :

I. Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Svariai

Berdasarkan hasil penelitian di BSM, BNI Syariah, BPRS BDW vang

mengeluarkan surat pengangkatan anggota DPS adalah DSN Surat pengangkatan
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berbentuk surat rekomendasi bahwa DSN telah menyetujul nama-nama calon
anggota DPS baik yang diusutkan pthak LKS sendiri maupun DSN untuk
menjadi anggota DPS di LKS. Beberapa LKS tidak mengeluarkan surat
pengangkatan anggota DPS melatnkan surat pernyataan bahwa secara resmi DPS
yanyg telah direkomendasikan DSN menjadi anggota DPS di LKS tersebut. BPRS
MargiRizki. BMT Al-Ikhlas dan Beringhago tidak mengeluarkan surat
pengangkatan secara tulisan, melainkan secara lisan dan pengangkatan anggota
DPS sebatas kesepakatan bersama antara anggota DPS dan pthak manajemen
perusahaan.

Dari hasil penelitian, surat penganygkatan anggota DPS, sebagai berikut:



Tabel 4.8
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Evaluast Aspek Legal Pengangkatan Anggota DPS

No | Lembaga Keuangan | Surat Pengangkatan Keterangan",' N :
Syanah | |
] | Bank Svariah | Tidak ada Berupa Surat Rekomendasi l
Mandiri yang menyatakan disetujui
menjadi anggota DPS pada :
BSM. l!
2 | BNI Svariah Tidak Ada Berupa Surat Rekomendasi
. yang menyatakan disetujui |
| :menjadi anggota DPS pada|
‘ - BNI Syariah.
3} | BPRS BDW E Tidak ada ~Berupa  Surat  Rekomendasi
“hasif rapat RUPS  vang
)i - kemudian disetujui DSN
4 | BPRS MargiRizki | Tidak ada Secara Lisan atas
] " kesepakatan antara  direksi
- dan calon anggota DPS
5 | BMT AL-Ikhlas Tidak ada ~ Secara Lisan atas
" kescpakatan antara  direksi
; dan calon anggota DPS
6 | BMT Beringharjo Tidak Ada - Secara Lisan atas

f
|
|
;
i

: dan calon anggota DPS

kesepakatan  antara  direksi

|
|
i

Surat pengangkatan DPS hanya berbentuk surat rckomendasi, bahkan ada

vang pengangkatannya hanya secara lisan saja. Selama imi tidak ada ketetapan

secara pasti bentuk dan siapa yang mengeluarkan surat pengangkatan anggota
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DPS. Ini menunjukkan kelemahan kedudukan anggota DPS di LKS tersebut dari
segi Lepalitasnva bekerja.
2. Pedoman Kerja Dewan Pengawa Syariah

Setiap perusahaan mempunyai program kerja (fofi description). yang
mengatur besarnya tanggung jawab dan wewenang di setiap divisi atau bagian di
perusahaan terscbut.

Berdasarkan hasil penelitian, yang digunakan sebagai pedoman kerja DPS
di sctiap lembaga keuangan syariah baik di BSM, BNI Syariah. BPRS BDW.
BPRS Margi Rizki Bahagia, BMT Al-Ikhlas dan BMT Beringharjo sesuai dengan
Surat Keputusan menurut SK Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR. Bab V
pasal 20, dan SK DIR BI No.32/36/KEP/DIR aturan no.8 huruf b, menyatakan :

i. Dewan Pengawas Svariah mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan
prinsip syariah.

2. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syanah wajib
mengikuti fatwa Dewan Pengawas Nasional.

Pedoman kerja vang selama ini dilaksanakan hanya sebatas pengawasan
terhadap pelcksanaan fatwa DSN dan menjamin kesyariaban setiap kegiatan
LKS. DPS tidak permah membuat pedoman kerja atau program kerja selama satu
tahun kedepan. Karena DPS bertugas mengawasi kegatan operasional
perusahaan dengan prinsip syariah dan sering kali terjadi, kebijakan yang dibuat
oleh DPS belum tentu dijalankan oleh LKS. Karena yang mempunyal wewenang
untuk memutuskan dijalankan atau tidak kebijakan tersebut adalah manajemen

perusahaan.
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3. Keanggotaan dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Setiap Lembaga Keuangan Islam harus memiliki DPS yang dipihh dan
ditunjuk oleh pemegang sabam dalam RUPS setelah diusulkan dewan direksi
dengan memperhatikan peraturan dan UU lokal yang berlaku.

DPS terdiri setidaknya tiga anggota dan dapat dibantu oleh konsultan yang
mempunyai keahlian tertentu. Untuk menjaga independensi bahwa dalam
keanggotaan DPS tidak diperbolehkan direksi atau pemegang saham mayonitas
menjadi anggota dewan pengawas lesebut.

Dari penelitian yang dilakukan, anggota DPS di BSM berjumlah empat
orang dan DPS di BMT Al-Ikhlas berjumlah tiga orang. Jumiah tni sesuai dengan
jumiah minimum yang telah ditetapkan oleh DSN. BNI Syariah, BPRS BDW.
BPRS MargiRizki Bahagia. BMT Al-lkhlas berjumlah dua orang dan BMT
Beringharjo berjumlah satu orang. Jumlah anggota DPS tidak sesuai dengan
jumlah minimum vyang telah ditetapkan oleh DSN. vaitu Keputusan Dewan
Syariah Nasional No.3 Tahun 2000 (2},... Setiap lembaga keuangan syariah harus
memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS. Hal ini sudah dibicarakan anggota
DPS dan pihak Direksi untuk menambah jumlah anggota DPS BNI Svariah.

Ada beberapa kelemahan dilihat dari jumlah anggota DPS di setiap LKS.
Untuk sebuah bank umum syariah yang mempunvai cabang di sgjumlah kota
yang saling berjauhan, apakah cukup bila DPS hanya berkududukan di kantor
pusat dengan jumlah DPS vang terbatas? Dan bagaimana anggota DPS

mengawasi kegiatan operasional yang ada di kantor-kantor cabang tersebut? Ini
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memperiihatkan kepada kita semua adanva kelemahan sistein pengawasan vang
dilaksanakan DPS.

Di BNI Syariah dan BPRS BDW setiap penmasalahan yang tidak dapat
diselesaikan oleh anggota DPS, angyota DPS akan mendiskusikannya dengan
anggota DSN dan pihak manajemen biasanya vang berhubungan dengan
perlakuan akuntansi, Karcna DPS bertugas mengawasi kegiatan LKS. hal ini
dapat mengurangi objektivitas pendapat DPS tentang LKS vang diawasinya dan
DPS tidak dapat mengetahul secara pasti tingkat kebenaran yang disampaikan
oleh pihak manajemen.,

Kedudukan DPS dalam struktur organisasi Leinbaga Keuwangan Syariah
memegang  peranan  penting. Dewan imt menentukan tingkat kepatuhan
manajemen terhadap prinsip svariah [slam. Untuk itu, anggota DPS perlu
memiliki independensi didukung objekiivitas anggota dan dewan dalam
pengambilan keputusan orgamisasi perusahaan. Bila diperlukan, badan 1m
seharusnya memiiiki akses langsung terhadap informasi kegiatan manajemen.
baik kegiatan kevangan maupun operasional perusahaan.

Kedudukan DPS di Bank Syariah Mandin, BNI Syanah dan BPRS
MargiRizkt telah sesuai dengan PP No.72 thn 1992 pada penjetasan pasal 5 avat
| bahwa:

..." kedudukan DPS dalam orgamisasi bank berdasarkan prinsip bagi hasil

bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank, sehingga tidak

mempunyat akses terhadap operasional bank™

Kedudukan DPS pada struktur organisasi BSM dan BNI Syariah, BPRS

MargiRizki berada diantara para dewan komisaris dan diatas dewan direkst,



bersifat independen dan terpisah dan kepengurusan bank. Kenvataan vang ada
kedudukan DPS di BPRS MargiRizki masih sangat lemah.

Kedudukan DPS di BPRS BDW (likat lampiran 4), selain berada dibawah
dewan komisaris dan diatas direksi. posisinva berada sejajar dengan Internal
Auditor, sehingpga membuat rancu pekerjaan pengawas DPS. Dengan begitu,
Internal Auditor dapat dianggap “Mitra” pengawas DPS. Scbagaimana diketahun,
karena keberadaan DPS dianalogikan dengan Dewan Komisars, maka kerja sama
DPS dalam mengawasi seharusnya bersama Dewan Komisaris. Karena, akan
menimbulkan campur tangan Intemal Auditor dalam pekerjaan pengawasan DPS
terhadap manajemen yang berada dibawah dan diptmpin oleh Direkst.

Fungsi Internal Auditor dalam sebuah perusahaan, seperti bank: berperan
membantu semua tingkat manajemen bank dalam mengamankan kegiatan
operasional bank vang mehbatkan dana dari masyarakat (Tawaf, 1999, h.10).
Auditor intern berperan dalam kegiatan perbankan yang sifatnya beragam,
sehingga menempatkan kedudukannya di bawah Direksi.

i bagian lain, kedudukan DPS di BPRS BDW dapat menimbulfkan kesan,
pendapat DPS dapat disanggah oleh Dewan Komusaris yang kedudukannya lebih
tinggi di bank. Meskipun pihak DPS menyakinkan hal itu tidak boleh dijalankan
karena tidak sesual dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.

Sebenamya. tingkat independensi kedudukan DPS tidak harus ditujukkan
dengan posisinya berada sejajar Dewan Komisaris, dibawah RUPS atau diatas
Direksi. Hal itu dapat terjadi, jika keberadaan pengawas benar-benar terpisah dan

independen terhadap manajemen. namun tetap memiliki akses vang kuat techadap
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kegiatan manajemen perusahaan. Dengan demikian, DPS selavaknva berjalan
secara efektif

Kedudukan DPS pada BMT Al-lkhlas (lihat lampiran 6), tidak termasuk
di dalam struktur organisasi perusahaan. Keberadaan DPS hanya dijadikan
formalitas sebagai salah satu prasyarat terbentuknya perusahaan yang berprinsip
syanah dan kedudukan DPS sendin masth sangat femah sekal, scolah-olab
kedudukan DPS hanya dijadikan sebagai konsultan perusahaan perihal
kesesuaian kegiatan perusahaan denpan prinsip syariah, yang bila diperlukan
akan dimintat pendapatnya.

Kedudukan DPS di BMT Beringharjo (lihat lampiran 7) dibawah direktur
dan sejajar manajer marketing, manager operasional, umum personaiia dan CRD
dan EDPI. Kedudukan DPS berada di dalam operasional perusahaan dan dalam
satu kesatuan dengan pengawas manajemen. ini menimbulkan persepsi bahwa
kedudukan DPS tidak independen dan dipengaruhi kebijakan manajemen,

Di bagian lain. kedudukan DPS menimbulkan kesan. pendapat DPS dapal
disanggah oieh direkiur vang kedudukannya lebih tinggi di perusahan. Meskipun
pihak DPS menyakinkan hal itu tidak boleh dijalankan karena tidak sesuai
dengan prinsip syanah dan fatwa DSN.

Mautz dan Sharf (1996} menyatakan bahwa ada dua tipe independensi,
independensi dalam berpikir dan independensi dalam bentuk fisik. Independensi
dalam berpikir sangat ditentukan sekali oleh tingkat kejujuran mental dan

berpikir seorang pengawas, sedangkan independensi dalam bentuk fisik tercermin
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dari sikap dan kedudukan antara pengawas dengan objek vang diawasi (pada
Wirman, 2002).

Sikap independen DPS akan tercermin, tidak sekadar melaln kedudukan
vany terpisah dari manajemen bank. vang berada diantara Dewan Komisaris,
tetapi adanya komitmen dan kredibilitas DPS vang tinggi terhadap prinsip-prinsip
syariah. independensi  dalam berpikir  anggota DPS  merupakan suatu
independensi yang tidak perlu diragukan lagi.

Kelemahan lainnya yang dirasakan olebh DPS di lembaga keuangan yang
lebil mikro seperti Baitul Mal Watainil (BMT) adalah kedudukanmya hanya
sebagai formalitas saja. Bahkan, ada gejala sejumlah tertentu lembaga BMT.
belum memiliki DPS sama sckali (Adnan, wnpublished paper, 2004, 1.3}

4. Komunikasi Dewan Pengawas Syariah

Belum ada ketentuan vang mengatur seberapa sering kehadiran anggota
DPS di LKS. memang membuat komunikasi kcanggotaan DPS LKS sulit
diidentifikasi. Namun. jika anggota DPS dapat menjamin kepatuhan LKS.
melalui kebijakan dewan yang merupakan perwujudan fatwa DSN yang harus
mampu mengikat.

Di DPS BNI Syariah, hampir seluruh prinsip produk bank syariah
khususnya pembiavaan tclah “berketetapan”™ yang di muat dalam Buku Panduan
Syariah (BPP). sekiranya dapat dikerjakan sesuai dengan pedornan. Hai iu telah

berimbas kepada tingkat kepentingan manajemen kepada DPS menjadi minim.
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Untuk menjalankan fungsi DPS secara kuantitatif. dapat ditentukan dari
frekuensi komunikasi yang terjadi antara DPS dengan direksi berikut turunannya.
Semakin banyak komunikasi difakukan, fungsi DPS setidaknya semakin efektif

Secara kualitatif, bertungsinya DPS tidak hanya ditentukan dari
banyaknya laporan vang masuk. melainkan seberapa besar proakuf DPS untuk
mengetahw perkembangan dan kegiatan operasicanal perusahaan. Dan dilihat
dari respon mangjemen vang bersangkutan terhadap permasalahan vang ada.
apakah permasalahan tersebut membutuhkan bantuan DPS atau tidak.

Koordinasi antara DPS dengan direksi dan pihak manajemen LKS di
Bank Syaniah Mandiri, BNI Syariah, BPRS BDW_ BMT Beringharjo sudah
berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari pertemuan rutin yang sering berlangsung
(minimal sebulan sekali atau fleksibel antara DPS dan pihak manajemen)
tergantung dari kebutuhan kedua betah pihak. Dan anggota DPS minimal
seminggu sckalt datang ke perusahaan untuk melakukan pengawasan secara
langsung kegiatan operasional perusazhaan.

Koordimasi antara DPS dan direkst BPRS MargiRizki dan BMT Al-ikhlas
belum berjalan secara efektif ini dapat dilihat dari pertemuan vang diadakan
antara direksi dan DPS Ketika pihak perusahaan mempunyai permasalahan vang
tidak dapat diselesatkan mengenai kesesuaian dengan prinsip syariah dan fatwa
DSN.

koordinasi antara DPS dengan DSN di BSM dan BNI Syariah sudah

berjalan dengan baik. Untuk di daerah khususnya LKS seperti BPRS BDW,
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MargiRizki. BMT Al-Ikhias dan Beringharjo belum ada koordinasi antara DPS
dan DSN.

Tidak adanya koordinasi antara DPS dengan direksi dan DSN juga
menunjukan adanya kelemahan pengawasan yang dijalankan DPS. Tidak adanya
koordmasi tersebut membuat kinerja DPS kurang maksimal dalam menjalankan
peran dan {ungsinya sebagai pengawas. Karena sesuai dengan SK DP MUIL DPS
ada untuk mengawasi pelaksanaan keputusan DSN.

5. Tugas. Wewenang dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syarah

Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi kegiatan usaha
lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dengan prinsip syariah dan
ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN.

DPS di setiap LKS mempunyai tugas sesuai dengan yang, telah ditetapakan
oleh DSN, Keputusan Dewan Syamah nasional No.03 Tahun 2000 tentang
petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada
Lembaga keuangan Syariah yang keempat. yaitu :

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan
syariah aga sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah vang telah difatwakan
oleh DSN.

Dari hasil Penelitian, DPS Bank Syariah Mandin menjalankan fungsi
pengawasanya berdasarkan hasil laporan dari pihak manajemen. DPS tidak
memeriksa secara langsung kelapangan untuk menilai kegiatan operasional bank
transaksi-transaksi, kontrak dan perjanjian yang ada di bank telah sesuai dengan

prinsip syariah.
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Pada DPS BNI Syaniah, BPRS BDW dan BMT Beringharjo menjalankan
fungsinya sebagai pengawas dengan menilas secara langsung kegiatan
operasional bank, transaksi-transakst, kontrak dan perjanjian kerja yang ada di
bank telah sesuai dengan prinsip syariah.

Pada DPS BPRS MargiRizki, BMT Al-lkhlas imelaksanakan fungsi
scbagai pengawas hanya terbatas ketika pthak manajemen perusahaan ada
permasalahan dan sisi syariah yang tidak dapat diselesatkan pthak perusahaan
sendin. Bukan mengawasi secara detail kesesvaian seluruban kegiatan
operasional, produk dan jasa perusahaan dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.

Ide pengembangan produk dan jasa di setiap LKS, berasal dari pihak
manajemen perusahaan sendiri dan DPS membertkan kontribusinya dalam bentuk
opini tentang kesesuaian kesvariahan produk dan jasa vang diusulkan pihak
manajemen. Kelebthan DPS BSM, anggotanva membuat laporan terhadap
pembahasan produk dan jasa berupa opini, yang kemudian dilaporkan opim apa
saja yang telah dikeluarkan oieh DPS selama satu tahun terakhir. Seandainya, ide
pengembangan produk berasal dari anggota DPS, walaupun telah sesuai dengan
prinsip syariah yang berhak memutuskannya adalah pthak manajemen
penusahaan sendiri, hal ini disebabkan wewenang DPS hanva sebatas
membertkan opini terhadap kesesuaian sebuah produk dengan prinsip syanah.

Ada sejumlah fakta yang dapat dicatat. Pertama. masih lemahnya sistem
pengawasan vang dilaksanakan DPS. Pengawasan yang dilaksanakan menunggu
laporan dan pihak manajemen dan sebatas ketika pihak manajemen mempunyai

permasalahan vang lidak dapat diselesaikan dart sisi syariahnya. Realitasnya,
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kegiatan operasional perusahaan berlangsung setiap hannva. dimana pelaku
utamanya adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dan sewaktu-waktu
dapat melakukan kesalahan dan kehilafan disinilah peranan penting adanva
sebuah pengawasan. Kedua. untuk perusahaan besar, seperti bank umum syariah
vang memiliki kantor cabang di sejuinlah kota yang sahing berjauhan pengawasan
dilakukan terbatas di kantor pusat saja. Hal itu, mengakibatkan kurang
optimumanya pengawasan dan fungsi DPS.
6. Laporan Dewan Pengawas Syariah dan Pertangpung fawaban terhadap
Syariah
Konsep syariah [slam kim telah difatwakan menjadi pondasi  bagi
penvelenggara kegiatan usaha dan operasional lembaga keuanpan syariah Istam
dt Indongsia. Dengan pengesahan fatwa itu diharapkan DPS memiliki kineria
vang baik dan responsif terhadap perkembangan akan kebutuhan instrumen LKS.
Oleh karena itu, fungsi pengawasanya seharusnya tidak cukup jika sekadar
pengamatan semata. Standar ASIFI telah menurunkan fungsi pengawasan
menjadi bentuk kegiatan pengarahan tersendiri. Untuk
mempertanggungjawabkannya, DPS perln membuat laporan guna menyakinkan
publik dan pihak manajemen LKS bahwa operasional usaha yang dijalankan
perusahaan sesuai dengan kaidah syariah [slam. DPS juga perla membuat laporan
yang ditujukan kepada DSN, agar DSN mengetahui kegiatan operasional dan
perkembangan di 1.KS sendiri.
Menurut standar ASIFI No.4 paragraf 13 tujuan pelaporan DPS adalah

menyajtkan kajian syariah untuk menjamin pemenuhan aturan dan prinsip-
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prinsip syariah Islam, mengacu pada fatwa DSN yang sudah diterbitkan.
Artinya, kajian syariah merupakan pengujian atas kesalahan pemenuhan
svariah dalam scgala aktivitas LKS,

kegiatan tersebut metiputi kontrak, perjanjian, kebijakan. produk. transaksi.
kesepakatan yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan, termasuk
laporan kcuangan perusahaan dan laporan auditor intern serta laporan imspeksi
bentuk sentral (ASIFI No 3, paragraf 3).

Dan hasil penehtian, laporan pertanggungjawaban DPS di BSM, BNI Syariah
kepada pihak manajemen, nasabah tidak mengacu kepada ASIFI dan tidak
terdapat elemen dasar laporan DPS. Menurut Sofyan Harahap didalam bukunya
yang berjudul Auditing datam Perspektif Islam (2002, 208} laporan yang dibuat
DPS harus memuat elemen dasar laperan keuangan (lihat lampirant0). Laporan
DPS di kedua bank tersebut membuktikan laporan DPS dikedua bank umum
syariah tersebut hanva bersifat melengkapt laporan keuangan tahunan atau
pertengahan tahunan. Kelebihan DPS BSM, membuat laporan berupa opini yang
telah dikeluarkan oleh DPS selama sata tahun terakhir terhadap pembahasan
sebuah produk dan jasa.

DPS BPRS BDW, BMT Beringharjo tidak permah membuat laporan
pertanggungjawaban secara tertulis, laporan akan dijelaskan secara lisan di dalam
rapat RUPS perusahaan dan kepada nasabah akan disampaikan secara lisan
misalnya pada forum pengajian. BPRS MargiRizki dan BMT Al-lkhlas sendirt

tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban baik secara lisan maupun
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tulisan kepada pihak manajemen. bahkan nasabah sendiri juga kurang
mengetahui tentang prinsip syariah yang diterapkan di perusahaan.

Adanya sejumlah fakta di atas, menunjukan kepada kita kelemahan dan
ketidak efektifan laporan pertanggungjawaban DPS. Pertama, pihak manajemen
sendiri tidak dapat mengetahui secara pasti sejauh mana pengawasan yang telah
dijalankan DPS terhadap perusahaan. Kedua, nasabah tidak dapat memastikan
apakah kegiatan operasional LKS telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa
DSN. Ketiga, perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan menuju LKS yang
sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN, jika DPS (idak pernah membuat
laporan pertanggungjawabannya baik secara lisan maupun tulisan. Dan akan
berdampak pada tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap LKS.

ASIFl sendiri telah menetapkan bentuk konkrit Japoran DPS. bahwa
disclouser laporan harus mengungkapkan sifat dari pekerjaan yang dilakukan,
berupa pengkajian unlang prinsip-prinsip dan akad yang berkaitan dengan
transaksi-transaksi dan aplikasi vang digunakan LKS. Penjelasan laporan
sebaiknya diberikan melalui informasi yang cukup tentang hal-hal yang
mempengaruhi penggunaannya, pemahamannya dan penafsirannya (Munawir,
1995, 43},

Sebelum sampai pada tahap pelaporan, semestinya DPS melakukan review
terhadap apapun bentuk informasi secara seksama sehingga dapat memberikan
informasi yang sekiranya diperfukan oleh pemakai laporan dalam mengambil
keputusan kebijakannya. Meskipun secara harfiah “review”™ menunjuk kepada

“pengkajian ulang”. yany dalam pelaksanaannya berupa wawancara dan analisis
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informasi keuangan dan pelaporannya sebatas laporan intern perusahaan
(Munawir, 1995, 12).

Pekerjaan review DPS sebagaimana dimaksud, adalah tindakan pengujian
dalam arti kewenangan melakukan perbandingan antara yang diamatt dengan
vang seharusnya dilaksanakan oleh perusahaan. didukung bukti transakst ataun
bukti sebagai informasi dari pihak lain, dalam rangka kebijakan pengendalian
kualitas dan prosedur penjaminan pemenuhan syariah (ASIFI No.5, paragraf 16).

Dilain pihak, DPS dituntut lebih bisa bertanggung jawab kepada DSN selaku
wakil pengawasan DSN di LKS. Dengan membuat laporan periodik pengawasan
yang dilaksanakan di tempat DPS berada. Sesuai dengan Keputusan Dewan
Syariah Nasional tentang Petunjuk Pelaksana Penetapan Anggota Dewan
Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Kesujuh, kewajiban anggota
DPS sebagat berikut :

...Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan
yang diawasinya secara tutin kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali
dalam satu tahun.

Dari hasil penelitian vang memberikan laporan kepada DSN tentang
perkembangan produk, jasa serta kegiatan operastonal perusahaan adalah
DPS di BSM dan BNI Syariah secara periodik minimal sekurang-kurangnya
dua kah dalam satu tahun. Laporan it disampatkan secara lisan.

D1 BPRS BDW, MargiRizki, BMT Al-lkhlas dan Beringharjo tidak
memberikan laporan kepada DSN baik secara tertulis maupun lisan

terhadap pengawasan yang telah dilaksanaakan di tempat DPS berada.



Tidak adanya laporan yang dibvat anggota DPS kepada DSN.
menunjukan kelemahan dan ketidakefektifan laporan pertanggungjawaban

DPS kepada DSN. Pertama, DSN tidak dapat menilai dan mengevaluast

sampat sejauh mana pengawasan vang telah dijalankan DPS di masing-

masing LKS. Kedua, belum ada standar baku yang ditetapakan DSN
sebagai bentuk pertanggungjawaban DPS kepada DSN. Imi terkthat dan
beberapa LKS yang memberikan laporannya secara lisan atau bahkan sama
sekali tidak pemah metmberikan laporannya kepada DSN.
7. Pendidikan dan Pengalaman Dewan Pengawas Syanah
Anggota DPS merupakan perwakilan DSN, yang merupakan pakar syariah
muamalah dan memahami Lembaga Keuangan Syanah. Kualtas anggota DPS
dapat menentukan berfungsi tidaknya badan pengawas DPS. Tidak semua orang
vang bisa duduk di DPS. Sebab setiap anggota dituntut memiliki disiplin iimu
svariah Islam dan sekaligus memahami transaksi bisnis perbankan.

Syarat anggota DPS ditetapkan di dalam Keputusan Dewan Pengwas
Nasional No.03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pengawas
Syariah Pada lembaga Keuangan syariah, 4ctiga (2),...Memiliki kompetensi
kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahwan di bidang perbankan
dan/atau keuangan secara umum.

Integritas yang dimiliki oleh anggota DPS seharusnya tidak cukup jika
dilihat dari kemampuan thnu syariah muammalah semata. Setidaknya mereka
harus memiliki kemampuan yang benar-benar dibutuhkan bagi seorang pelaku

pengawas. Disiti jelas yang berhubungan demgan aktivitas perbankan. Jika
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ditemukan usaha penyimpangan syariah maupun pclanggaran lain. saat itu pula
DPS dapat mengambil tindakan vang diperlukan. tanpa atau dari laporan unit
perusahaan. Respon DPS tersebut akan memudahkan dan mempercepat
tertanggulanginya permasalahan intern perusahaan. Sehingga tidak memerlukan
waktu berlarut-larut. Apalagi menunggu datangnya masalah vang sama.

Oleh sebab itu, pekerjaan pengawasan DPS dapat memiliki persepsi sama
halnya profesi auditor ekstern (Karim, 1990, h.35). Mereka harus melakukan
pemeriksaan aktivitas perusahaan, baik dalam kegiatan usaha yang berhubungan
dengan aktivitas pembiayaan maupun operasional perusahaan lamnya. Dengan
hegitu, latar belakang dan kualitas anggota DPS sudah seharusnya mendukung
jalannya pengawasan badan tersebut.

Nama-nama anggota DPS Bank Syariah Mandin dan BNI Syarah
merupakan public figure, yang memiliki kualitas yang memadai untuk menjadi
anggota DPS. Mereka adalah para alim ulama dan cendikiawan dengan kapasitas
dan pengalaman vang dimiliki dar1 berbagai institust Islam, ekonomi, hukura. 1al
ini tentu akan mampu memfungsikan diri sebagai pelaku pengawas syariah.
Selain pejabat struktural DSN, mercka berpengaruh di hingkungan ormas [slam
bahkan pengamat politik.

Nama-nama anggota DPS BPRS BDW_ BPRS MargiRizki, BMT Al-Ikhias
dan Beringharjo merupakan public figure. Terdiri dari para alim ulama dan
pendidikan di bidang {igh muammalah. Pengalaman yang dimiliki dari berbagai
institusi  Islam. Pengetahuan akuntansi anggota DPS yang minimim,

menimbulkan kesulitan bagi anggota DPS ketika melakukan pemeriksaan yang



95

berhubungan dengan perlakuan akuntansi sehingga pemeriksaan yang dilakukan
kurang sempurna.

Ada beberapa kelemahan dari sisiem pengangkatan anggota DPS di LKS.
Pertama, dilihat dan pendidikan formal, berasal dari latar belakany keagamaan
saja, seperti sarjana agama dan sebagan dari mereka bukan dart latar belakang
syariah, tetapi orang-orang yang dikenal sebagai pemuka agama (public figure)
saja. Ketokohan anggota DPS digunakan perusahaan untuk mendukung image
perusahaan di mata masyarakat. Namun, tentunya itu saja tidak cukup sama
sckali, karena mereka mengawasi sebuah lembaga keuangan vyang sangat
dinamis. penuh dengan berbagai hal-hal dan pengetahuan yang berkaitan dengan
bidang studi lain, seperti ekonomi secara wmum, operasional perbankan dan
keuangan, serta sebagai pengawas tentu harus memahami ilmu kepengawasan
atau ilmu pemeriksaan atau auditing (adnan, 2004, 3). Kedua, pengawasan dan
pemeriksaan  yang dilaksanakan DPS hanya sebatas keseuatan dengan
kesyariahnya saja dan tidak menggunakan PSAK No.59. accounting auditing
Istamic financial insfitution dan accounting standar Islamic financial institution
sebagai acuan kerja anggota DPS selama . Ketiga, beberapa anggota DPS
menjabat sebagai anggota DPS lebilh dari dua LKS. Konsekuensinya adalah.
pelaksanaan tugas sebagai pengawas menjadt kurang maksimal.

Ada kesan kuat bahwa scbagian besar Pengurus DPS mempunyar latar
belakang syariah khususnya dan keagamaan pada umumnya. Belum dapat
diketali secara jelas, sejauh mana seorang anggota DPS vang semata-mata

memiliki  tatar belakang pengetahuan agama, sudah dipersiapkan, atau
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mempersiapkan din dengan dua atau tiga pengetahuan pendukung laimnya.
seperll inanajemen, operasional perbankan dan auditing atau ilmu pemeriksaan
atau kepenpawasan. Yang ideal tentunya, memang harus ada sekolah atau
sedikitnya pendidikan khusus, yang pada akhirnya memberikan otoritas keilmuan
dan ketrampilan, atu sedikitnya macam sertifikat. seperti halnya dalam profesi
akuntan publik, psikologi ataupun apoteker (adnan. 2004, 3).

Kemampuan anggota DPS merupakan faktor penting yang harus dimiliki,
walaupun kedudukan dan independensinya tidak menempati posisi yang tepat.
Apalagi tidak didukung oleh kompetensi. maka hasilnya tidak seperti vang
diharapkan. Saat ini Bl dan DSN sudah mulai menerapkan sistem penilaian
berupa /i1 and Proper Test bagi calon anggota DPS. Namun sistem ini belum
diterapkan secara maksimal pada semua LKS.

4.3 Faktor-Fakcor Penghambat Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga

Keuangan Syariah

DPS merupakan pewakilan DSN di Lembaga Neuangan Syarizh vang
mempunyai tugas unnuk mengawasi kegiatan operasional LKS sesuai dengan
syariah dan fatwa DPS. Para pengurus DPS harus mampu mengawasi dan
menjamin lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan syariah dan
fatwa.

Tugas DPS tentu saja menjadi berat, karcna memang tidak mudah menjadi
tembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasional sebuah entitas
dalam konteks yang amat luas dan memasuki ranah-ranah khilafiah, Kesyariahan

scbuah bank, dalam batas-batas tertentu, bahkan dapat dikatakan terletak
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dipundak mercka. Begitu lembaga ini menyatakan bank yang diawasinya sudah
berjalan berdasarkan syariah. maka setiap penytmpangan vang terjadi davi syarialh
menjadi tanggung jawab mereka. Tidak saja di dumia. namun di akhirat kelak.
Begitu pula sebaliknya, manakala sebuah DPS menyatakan bahwa terjadi
penvimpangan terhadap bank vang harus mereka awasi, padahal tidak, maka
misalnya terjadi penurunan kepercavaan kepada bank itu. Akibat pernyataan DPS
bahwa bank belum sepenulinya berjalan atas dasar syariah, inaka DPS pun punya
tanggung jawab besar, baik di duma dalam konteks hancumya amanah
masyarakat pada bank. maupun nanti diakhirat (Adnan, 2004, 1).
Ada beberapa faktor yang dirasakan anggota DPS selama ini. menyebabkan
kurang optimalnya peran dan fungsi DPS selana ini, antara lain sebagai bertkut :
. Kapabilitas dan kompentensi sumber daya manusia DPS dirasakan selama

ini sangat kurang.

[

Ketidak jelasan kedudukan DPS di Lembaga Keuangan Svartah, yang
(eriadi selama im keberadaan DPS dijadikan sebagai prasvarat untuk
mendirikan Lembaga keuangan Svariah.

3. Belum diatur sistem koordinasi antara DPS dengan manajemen.

4. Untuk Lembaga Keuangan Syariah. khususnya vang berada di daerah
terutama Lembaga Keuangan Syariah BMT dan BPRS koordinasi DPS
dengan DSN belum ada.

5. Kesibukan dan anggota DPS vang menyita waktu dan pikiran sehingga

pelaksanaan tugas sebagai pengurus kurang optimal. Karcna, pada
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wmumnya anggota DPS orang-orang yvang memiliki banvak kesibukan.
baik sebagai pengajar, jabatan-jabatan fain yang ttdak kaiah penting.
Tidak adanya biro atau divisi di bawah DPS.

Keterbatasan infrastruktur vang disediakan pihak perusahan untuk
melancarkan tugas dan fungsi DPS, seperti, tidak disediakan ruang kerja
dan staf yang membantu kelancaran tugas DPS.

Belum ada kejelasan standar kompensasi vang diterima DPS.

Belum berperan secara maksimum badan arbitrasi { penengah) DPS.
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4.4 Penilaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah
Pada Lembaga Keuangan Syariah
Penilaian tingkat efektivitas pelaksanaan peran dan fungsi DPS dalam
penelitian ini dengan membandingkan antara teori dan fakta yang ada.
Pentlaianya dibagi ke dalam beberapa kategori, vang bertujuan uuntuk
mempermudah gambaran tingkat efektivitas pelaksanaan DPS pada LKS.

Kriteria penilaian sebagai berikut :

Sangat Optimal 100
Optimal . 80
Kurang Optimal - 60
Buruk 44

Sangat Buruk 220
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan bahasan bab-bab terdaiwiu. maka bab ini
akan mengambil konklust dari analists bahasan dan memberikan saran vang
sckiranya bermanfaat bagi pengembangan peran DPS di Indonessa. Serta
menjelaskan penemuan dan keterbatasan penelitian.

5.1 Kesimpulan

DPS dapat didefinisikan sebagai sebuah badan yang independen dart
setnua pihak. Anggota DPS terdiri dari figh muammalah atas vang memiliki
pengetahuan figh muammalah dan paham tentang fembaga keuangan syariah
(LKS) secara baik. Fungsi utamanya adalah mengawasi manajemen LKS dalam
mencapal tujuan pemenuhan syariah, yvang dibentuk dan ditetapkan oleh DSN,
guna menjamin pelaksanaan fatwa yang mengikat LKS.

DPS memiliki peranan penting dan strategis dalam tkut mengembangkan
dan menegakkan kerangka ketja pertanggungjawaban lembaga keuangan syariah.
Menepakkan peraturan dan perundang-undangan hukum syariah mu’ammalah
dan tatwa DSN merupakan “alat” pengawasan DPS.

DPS memiliki kedudukan dan peran dengan tugas, wewenang unfuk
melakukan pengarahan, pengkajian dan pengawasan dan memberikan penegasan
terhadap praktek-prakiek pelaksanaan operasional dan kegiatan usaha secara
kelembagaan. sehingga berpengaruh bagi kehidupan internal maupun Iingkungan

eksternal lembaga keuangan syariah. Setiap yang menyebabkan mangjemen LKS



disorot, bahkan dituntut di pengadilan, setama dalam koridor hukum syariah.
DPS tidak dapat lepas tanggan.

Berdasarkan pada peraturan dan perundangan di Indonesia. Peraturan
Pemerintah No0.72/1992_ tentang Bank berdasarkan prinsip bag hasil. Surat
Keputusan Dewan Pimpinan MUI No:Kep-640/MUL/X/ 1997, tanggal 7 Oktober
1997, (entang pembentukan DSN. Keberadaan DSN sebagai lembaga otonomi
MUI, menvatukan pendapat melalui fatwa kegiatan usaha perbankan sekahigzus
mengawasi  pencrapannya, melalwi kedudukan DPS di masing-masing  bank
syariah di Indonesia.

Pemerintah mefalui Bank Indonesia mengeluarkan UL NO.10/T1998
tanggal 16 Oktober 1998 tentang perbankan dan pembentukan DPS diatur dalam
pokok-pokok ketentuan. Selanjutnva, diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui
Surat Keputusan Direksi Bl No.3234/KEP/DIR dan SK DIR BI
No.32/36/KEP/DIR. keduanya tertanggal 12 Mer 1999, Masing-masing
ditunjukan khusus bagi perbankan, bank umum dan perkreditan syariah, yang
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Pada aklimya, dari dua
surat keputusan ini bentuk peran dan fungsi DPS dirujukkan kembali pada surat
keputusan Dewan Pimpinan MUT tersebut.

Sepanjang berlakunya ketentuan pembentukan DPS, kiranya banyak
mendapat tanggapan positif terutama dari kalangan svariah. Namun, dalam
perkembangannya sejaub ini, efektivitas pelaksanaan DPS kurang optimal.
Kenyataannya imasih terdapat badan pengawasan DPS lembaga keuangan syartah

yvang setengah-setengah menjalankannya. Dengan demikian pelaksanaan
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ketentuan diatas, khususnya sangat berkenaan dengan keberadaan DPS harus
tetap diawast dan dibina secara berkelanjutan. baik oleh Bank Indonesia terlebih
lagi oleh DSN dan MUI sebagai induk organisasi.

Pada Bank Umum Syariah pembentukan badan pengawasan sudah
berjalan dengan baik. Namun, befum berjalan secara optimal. Pengawasan vang
dilaksanakan DPS secara langsung lerbatas pada kantor pusat bank, sedangkan
pengawasan secara langsung ke kantor-kantor cabang tidak pernah dilaksanakan.
Pangawasan yang dilaksanakan terbatas hanya ketika mencrima laporan dari
pihak manajemen. Dan kegiatan para anggota DPS vang cukup menyita waktu
dan pikiran yang lias. Konsekuensinya adalah, pelaksanaan tugas sebaga
pengurus DPS bersifat paruh waktu dan sambilan.

Pada Bank Perkreditan Rakyat Svariah pefaksanaan peran dan fungsi DPS
sebagi pengawas kurang berjalan secara optimum. Masilt banyak terdapat
kelemahan dalam menjalankan fusgsinya sebagai pengawas. Pengawasan vang
difakukan sebatas ketika pihak perusahaan melaporkan ada pennasalahan dari
sesi kesyariahan yang tidak dapat diselesaikan oleh perusahaan.

Pada Baitul Mal Watamil. pembentukan badan pengawas DPS tampaknya
masih sebatas badan formalitas yang dibentuk semata-mata memenuhi ketentuan
berdirinya lembaga keuangan syariah. Pengawasan yang dilaksanakan DPS tidak
berjalan secara optimum. bahkan pengawasan yang dilaksanakan sangat bunik
(lihat table 4.10).

Demukran pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPS Lembaga Keuangan

Syariah. Khususnya mewakili masing-masing jenis Bank Umum Syariah, Bank



14

Perkreditan  Syariall dan  Baitn/ Mal Watamil di [ndonesia. Efektifitas
pelaksanaan DPS dapat dinilai secara objekitf melahn unsur-unsur standar ASIFI
No.4 tentang Shari’a Supervisory Board dan No.5 AAOIFT Shari‘a review. PSAK
No.59 tentany Perbankan Syariah dan Keputusan Dewan syariah Nastonal No.03
Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas
Svanah Pada Lembaga Keuangan Syariah.
Bahwasanya. pembeniukan dan pelaksanaan kedudukan dan peran DPS
Lembaga Keuangan syanah di Indonesia, belum berfungsi secara efcktif,
Adapun faktok-faktor yang menghambat efekiifitas peran dan fungsi
pengawasan. Antara iain, sebagai berikut
I. Keterbatasan Sumber Dava Manusia yang menguasat fiqih muamalah.
operasional perbankan dan keuangan. hukum, serta memahami ilmu
pemeriksaan dan auditing.
2. Belum ada legitimasi pengangkatan anggota DPS vang jelas, sehingga
kedudukan DPS secara hukum masih lemah,
3. Kedudukan DPS yang hanya dijadikan sebagai prasyarat untuk
mendirtkan Lembaga kcuangan Syariah.
4. Untuk Lembaga Keuangan Syariah. khususnya yang berada di dacrah
terutama Lembaga Keuangan Syariah BMT dan BPRS koordinasi

DPS dengan DSN belum ada.

A

Kesibukan dari anggota DPS yang menyita waktu dan pikiran
sehingga pelaksanaan tugas sebagai pengurus kurang optimal. Karena.

pada umumnya anggota DPS orang-orang vang memiliki banvak



kesibukan. baik sebagai pengajar, jabatan-jabatan lain yang tdak
kalah penting.
6. Tidak Adanya Brro atau divisi di bawah DPS.
7. Keterbatasan infrastruktur vang disediakan pihak perusahan untuk
melancarkan tugas dan fungsi DPS. seperti: tidak disediakan ruang
kerpa dan staf yang membantu kelancaran (ugas DPS.
8. Belum berperan secara maksimuin badan arbitrasi DPS.
9. Belum ada kejelasan standar kompendasasi yang diterimma DPS.
Untuk lebih optimal peran DPS dimasa datang, setidaknya kedudukan dan
eksistensi dewan memenuhi muatan standar pekerjaan di dalam ASIFI/AAOIFI.
Dengan melakukan derivast fungsi pengawasan yaitu, pengarahan/nasehat,
mengadakan pemeriksaan baik dalam benutk pengujian ketaatan (compliance
audit), maupun pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Berikut
memperkuat kebijakan penjamin kualitas dan penegasan kepatuhan terhadap
syariah [slam meialui laporan pertanggungjawaban dewan pengawas.
5.2 lmplikasi Penelitian

Pada bagian mi, penuiis akan mengemukakan beberapa implikasi dan
saran pada penelitian mi yang sekiranva bermanfaat untuk meningkatkan
etektifitas pelaksanaan DPS di Lembaga keuangan Syariah, khususnva pada
Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS
MargiRizki. BMT Al-lkhlas. BMT Beringharjo. khususnya pada Bank Syariah
Mandiri, BNI Syariah, BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS MargiRizki. BMT Al-

Ikitfas. BMT Beringharjo.
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Salah satu penyebab kurang optimal Kinerja DPS selama ini adalah. dalam
menjalankan tugasnya sebagai pengawas DPS tidak mengacu pada Surat
Keputusan DP MUI, ASIFI Nod4 dan No.5 AAOQIFI. Pengawasan vang
dilaksanakan DPS hanya sebatas mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai
dengan prinsip syariah. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan begitu berjalan terfalu
lama, kalau tidak tngin terjadi situasi ser-hack terhadap perbankan syarial. Harus
ada perbakan dan fangkah-langkali terpadu, terarah dari berbagai pihak yang
betwewenang dan berkompeten (Adnan, 2004, 4). Misalnya, meningkatkan
kualttas dan profesionalisme anggota DPS dengan memberikan pelatihan vang
dapat meningkatkan kinerja DPS.

Dalam perakteknya, pelaksanaan peran dan fungsi DPS banyak terdapat
berbagar macam kelemahan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari kita semnua,
terutama dari pihak-pihak yang berwewenang dan berkompeten seperti: BI, DSN
sebagai mduk organisasi, manajemen perusahaan dan DPS sendiri sebagai
pengawas langsung pada LKS. Untuk itu peru diadakan perbaikan agar kinerja
DPS dapat berjalan sesuai dengan peran dan fungsinyva sebagai pengawas. Maka
perlu diadakan perbaikan diantaranya, sebagai berikut

|. DSN dan BIL. perlu menciplakan dan mengadakan sosialisasi standar

peketjaan pemeriksaan dan pengawasan DPS, berikut perbaikan
petunjukan  pelaksanaan dan teknisnva. Dibutuhkan  evaluasi
pembinaan dan pengawasan secara terus-menerus. Dan meninjau
pengangkatan anggota DPS. serta perbaikan pedoman pelaksanaan

pekerjaan pengawasan.
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Kriteria pengangkatan setiap anggota DPS harus sesuai dengan
ketentuan Keputusan Dewan Pengawas Syariah No.03 Tahun 2000,
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas
Svarialk Pada Lembaga Keuvangan Syartah. Dan yang memahamt ilmu
pengawasan berupa pemeriksaan dan auditing.

Adanya legitimasi pengangkatan anggota DPS vang jelas, sehingga
kedudukan DPS di Lembaga Keuangan Syanah jelas secar hukum
Sebaiknya DSN sendin yang memilih dan mengangkat anggota DPS
pada sebuah LLKS. Karena DPS merupakan perwakilan DSN di LKS.
sehingga yang lebih memahami dan mengetahui kapabilitas dan
kompetensi scscorang untuk duduk di DPS adalah DSN,

Adanya sistem penilaian bagi caion anggota DPS vang dilakukan oleh
DSN. Seperti, Fit and Proper test untuk semua calon anggota DPS di
setiap Lembaga Keuangan Syarah.

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota DPS dengan
memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja pengawasan
DPS.

Adanya perbatkan sistem koordinasi antara DPS dengan DSN dan
pthak Direkst perusahaan.

Bagi Lembaga kewangan Syariah  Sendini, menvediakan dan
meningkatkan infrastruktur yang membantu kelancaran tugas DPS

sebagal pengawas.
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9. Neterbatasan tenaga dan waktu yang dimiliki anggota DPS, sebaiknya
DPS memuliki stat yang membantu kelancaran tugasnya.
10, Proaktif DPS diperlukan entuk mengetahui  perkembangan  dan
kegiatan operasional perusahaa

5.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian Berikutnya

Penclitian ini membahas pelaksanaan DPS di Lembaga Keuangan Syariah
mengacu pada Standar pemeriksaan untuk lembaga keuangan syariah
ASIFI/AAOIFL Keputusan Dewan Syariah Nasional No.03 Tahun 2000, teniany,
Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada
l.embaga Keuangan Syariah. Penilaian tingkat efektivitas peksanaan peran dan
fungsi DPS secara kuantitatsf hanya sebatas subjektifitas dari pencliti karena
selama ini belum ada ukuran penilaian secara baku. Terdapat keterbatasan
dukungan data Kualitatif. baik [iterature maupun kasus-kasus penyimpangan,
sehingga penelittan hanya di lakukan dengan data kualitatif yang diperoleh
mefalut wawancara. Keterbatasan waktu dan informasi yang diperoleh. karena
data diperofeh dari wawancara secara langsung dengan angpota DPS. Tidak
terarsip dengan baik data kerja pengawasan selama ini. menimbulkan kesulitan
bagi penulis untuk melihat pengawasan vang telah dilaksanakan DPS. keadaan
kantor DSN di Jakarta vang selalu dalam keadaan tertutup, schingga kesulitan
penulis untuk mencari informasi yang lebih jauh dari Staf atau pengurus DSN,
mengenal aturan dan ketetapan pembentukan pengawasan DPS.

Untuk penelittan selanjutnya, sebaiknya data yang diperoleh tidak hanya

melalw  wawancara saja. namun ada data kualitatif dan kuantitatif yang



mendukung penelitian tersebut. Jumiah sample lebih diperbanyak dan waku

vang digunakan untuk penelitian diperpanjang





